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Perihal angkutan udara diatur dalam Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (selanjutnya di-
singkat uU No. 15 Tahun 1992r, namun tidak menutup ke-

mungkinan dib6rlakunya Ordonansi Pengangkutan Udara (se-

lanjutnya disingkat OPU ) Staats blaad No. 1OO Tahun 1939

asalkan materinya belum diatur atau tidak berten-tangan

dengan IJU No. 15 Tahun 1992 sebagainana ketentuan pasal

74 butir a IJU No. 15 Tahun 1992.

Dalam pengangkutan udara tujuan yang hendak di-

capai adalah newu j urlkan penyelenggaraan pelerbangan yang

selamat, anan, tertib, lancar dan teratur yang ketiatan-
nya Denggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang

maupun barang dari satu banda udara ke bandar udara

lainnya atau beberapa bandar udar. Perlindungan yang di-
berikan dalam pengangkutan udara adalah nenjamin dalan

arti ber tanggungi awab atas keDatian atau lukanya penum-

pang yang diangkut naupun nusnahnya, hilangnya atau

rusaknya barang yang diangkut.

HeDperhatikan hal di atas nampak bahwa tanggung

jawab pengangkut dalam angkutan udara hanyalah sebatas

pada mati, lukanya penumpang yang diangkut, musnahnya,

hilangnya atau rusaknya bararg yang diangkut. Padahal

tidak jaranC,-iang diangkut adalah jenasah dari satu ban-

dar udara ke bandar udara yang lain. Dengan demikian je-

las tidak terdapat ketentuan yang menyinggung masalah



pengangkutan jenasah baik tempat di nana jenasah diang-

kut maupun bentuk penggantian kerugian yang harus di-
berikan kepada pengirim atau penerima jenasah tersebut

apabila karena sesuatu hal jenasah hilang, nusnah maupun

rusak yang terjadi saat penerbangan dilangsungkan.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, oaka

yang perlu dipermasalahkan dalan skripsi ini adalah Se-

jauhmana tangguag jawab Perseroan Terbatas (selanjutnya

disingkat PT. Garuda Indonesia atas rusak, hilang atau

musnahnya ienasah yang diangkut melalui angkutan udara ?

Dengan permasalahan tersebut saya tuangkan dalam skripsi
dengan Demberikan judul: 'PE LA(SANAAN PERJANJIAN pENc-

AI\GKUTAN JENASAH MELALUI PERSEROAN TERBATAS GARI,JDA INDO-

NESIA AIRWAYS".

Penyusunan skripsi ini agar nemperol€h jawaban

yang benar atau mendekati kebenara mengenai tanggung

jawab PT. Garuda Indonesia atau mendekati kebenaran rne-

ngenai tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia atas rusak,

hilang atau musnahnya Jenasah yang diangkut ini diperlu-
kan suatu penelitian baik penelitian kepustakaan naupun

pengamatan lapangan dt PT. Garudi Indonesia.

Jadwal waktu penelitian dalan penyusunan skripsi
ini saya bagi menjadi tiga tahap yaitu tahan persiapan

diperlukan waktu empat ninggu, tahap pengumpulan data

diperlukan waktu empat ninggu dan tahap pengolahan serta



analisis data diperlukan waktu selana enpat ninggu.

Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan

masalahnya secara yuridis normatif yaitu pembahasannya

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ber-
sifat mengikat dalam hal ini UU No. 15 Tahun 1992, OW

maupun KUH Perdata. Sumber data berupa data sekunder

terdiri dari bahan hukun primer yakni bahan hukuD yang

bersifat nengikat bsrupa peraturan perundang-undangan

dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum

periner berupa pendapat para sarjana, literatur maupun

bahan perkul iahan.,

Data sekunder dikunpulkan melalui cara nembaca,

mempelajari keseluruhan data, keoudian diidentifikasi
dan selaniutnya diklasifikasinya, sehingga diperoleh
data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas

sedangkan data penunjang diperoleh nelalui wawancara

dengan pihak Pf. caruda Indonesia. Kemudian diolah
secara deduktif maksudnya pengolahannya didasarkan atas

tanggung iawab dalan pengantkutan udara secara umum di-
simpulkan menjadi khusus yaitu tanggung jawab pT. Garuda

Indonesia atas rusak, hilang atau musnahnya jenasah yang

diangkut dalam pengangkutan udara. Selanjutnya dianali-
sis secara kualitatif maksudnya menganalisis data dida-
sarkan atas pemikiran yant logis dan bernalar dengan me-

nelaah sistenatika peraturan perundang-undangan yang



masih berlaku, sehingga diperoleh data yang bersifat
deskriptif analisis.

Berdasarkan pokok hasil p€nelitian dijelaskan
bahwa jenasah nerupakan suatu benda mati dalan arti ti-
dak bernyawa, sehingga oleh PT. Garuda Indonesia dikla-
sifikasikan s€batai suatu barang. Oleh karena diklasifi-
kasikan sebagai suatu barang berarti baik tenpat maupun

bentuk penggantian kerugian tidak ubahnya penggantian

kerugian terhadap barang yang dldasasrkan atas kerugian

yang benar-benar diderita oleh pengirim atau penerima

ienasah tersebut.

Namun penggantian kerugian tersebut tidak menutup

kemungkinan untuk diajukan gugatan penggantian kerugian.

Dalam penjelasan berikutnya tidak terdapat ketentuan

yang berkaitan dengan gugatan penggantian kerugian ter-
sebut. Namun apabila diperhatikan, pengangkutan udara

merupakan suatu perjanjian, sehingga apabila barang yang

diangkut tersebut rusak, hilang atau musnah berarti
pengangkut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan

yang diJanj ikan yaitu nengangkut barang dari satu tempat

ke tenpat atau dari satu bandar ualara lainnya dengan

aman.

Apabila jenasah yang diangkut tersebut rusak,

hilang atau eusnah dau pihak p€ngangkut udara tidak ber-
tanggung jawab, maka pihak PT. Garuda. Indonesia dapat



dikatakan telah nelakukan perbuatan ingkar janji atau

wanprestasi yang nemberikan hak kepada pengirin atau

yairg dituju mengajukan gugatan penggantian kerugian be-

rupa biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1239 KtH

Perdata.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa PT. Garuda Indonesia ber tantgungj awab atas rusak,

hilang atau musaahnya jenasah yang diangkut. Tanggung

Jawabnya sebesar kerugian yang benar-benar diderita,
karena diklasifikasikan sebagai barang, sehingga untuk

nenentukan juolah kerugian didasarkan atas tinbangan.

Nanun tidak menutup kemungkinan pihak pengirim atau yang

dituju mengajukan gugatan penggantian kerutian atas

dasar ingkar janji atau wanprestasi.




